(SALINAN)

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT]I BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPFSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

; 53
.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Daerah vang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan vang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.
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Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang
melakukan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
vang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yvayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batu bara.

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku vang tidak sama dengan tahun kalender.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai
kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Derah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yvang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarmnmya
jumlah pokok Pajak vang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembavaran atau penvetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak vang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak vang terutang
atau seharusnva tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/ atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKFPDN,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Bandingan adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yvang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian adalah serangkai kegiatan vang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan
dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyvanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.
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Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan
pajak vyang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis
Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
vang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Penjabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Restribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau utang Restribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan
biava Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
vang meliputi Penagihan Seketika dan  Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyvanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yvang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dan Restribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan Restribusi Daerah.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnva disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang
dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai
landasan hukum dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB.

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk memberikan
pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian
hukum atas penyelenggaraan pemungutan Pajak MBLB dan
Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

? a0 T

pendaftaran dan pendataan;
penetapan besaran Pajak terutang;
pembayaran dan penyetoran;
pelaporan;

penagihan Pajak;
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keberatan dan banding;

gugatan pajak;

kemudahan perpajakan daerah;
pembetulan dan pembatalan ketetapan;
pengembalian kelebihan pembayaran; dan
Opsen Pajak MBLB.

BAB 1l
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek  pajaknva/usahanva kepada Bapenda, dengan
menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak paling lambat
30 (tiga puluh] hari sebelum beroperasinya objek pajak.
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan melampirkan:

a. untuk wajib pajak perorangan melampirkan:
1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk
atau surat izin mengemudi atau Paspor);

2. salinan/fotokopi surat keterangan usaha dari instansi
berwenang; dan

3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari
pemberi kuasa.

b. untuk wajib pajak badan melampirkan:

1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk
atau surat izin mengemudi atau Paspor] penanggung
pajak;

2. salinan/fotokopi akte pendirian;

3. salinan/fotokopi surat keterangan usaha atau perizinan
kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan

4, surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari
pemberi kuasa.

Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib
Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara
online/daring pada aplikasi yang tersedia.

Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang diisi beserta
kelengkapan berkas persyaratan.

Berdasarkan hasil penelitian formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), maka Bapenda:
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a. mengembalikan formulir atau meminta kepada Wajib Pajak

untuk melengkapi kekurangan persvaratan apabila tidak
lengkap; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak
dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak
apabila permohonan telah lengkap.

Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam avat (2) diterima lengkap, Bapenda
menerbitkan:

a. Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah untuk
mendapatkan NPWPD; dan/atau

b. Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada avat (6) huruf a
diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) han kernja.

Format Formulir pendaftaran Wajib Pajak, Keputusan tentang
Penetapan Wajib Pajak Daerah, Surat Penunjukan sebagai
Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
avat (8) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda menerbitkan
NPWPD berdasarkan data vang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

Penerbitan NFPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemenksaan lapangan,
pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data
dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Bapenda.

Pemberitahuan atau penyampaian NPWPD dan Surat
Penunjukan sebagai Wajib Pungut kepada pengusaha/
penanggung jawab atau kuasanya dengan tanda terima.

Dalam hal pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya
menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3], petugas
mencatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah
diberitahukan.

Wajib Pajak vang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan
usahanva dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan
dikenakan sanksi administratif berupa  penempelan
pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan,
penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau
pencabutan tetap izin usaha.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanan sanksi administratif.
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Pasal 6

Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data
yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda
dengan keadaan yang sebenarnya.

Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada avat (1),
antara lain:

a. perubahan identitas Wajib Pajak;

b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat
Objek Pajak;

c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan
bentuk Badan; dan/atau

d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan
tanpa perubahan bentuk Badan.

Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui:

a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
b. secara jabatan.

Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung vang
menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud
pada avat (1).

Perubahan sebagaimana dimaksud pada avat (4) didahulw
dengan melakukan  penelitian/pemeriksaan/pengecekan/
verifikasi ke lapangan,

Hasil penelitian / pemeriksaan / pengecekan /verifikasi ke
lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan
Lapangan.

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keterangan Perubahan
Data Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
formulir perubahan data Wajib Pajak diterima secara lengkap.
Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi
vang dimiliki Bapenda menunjukkan adanyva perubahan data
Wajib Pajak.

Pasal 7

NPWPD dapat dihapuskan atau dinonaktifkan apabila Wajib
Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui;

a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ ahli waris; atau
b. penetapan secara jabatan.
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Penghapusan atau penonaktifan NPWPD melalui permohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, antara lain dapat
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan
Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak Badan dilikiudasi karena pemberhentian atau
penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena
penghentian atau penggabungan usaha;

d. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris
atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak
tidak mempunyai harta kekayaan; atau

e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk
subjek dan objek Pajak yang sama.

Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Kepala Bapenda.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan
Penghapusan atau penonaktifan NPWPD yvang disertai dengan
dokumen:

a. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib Pajak;

b. surat pernyataan bermaterai vang berisikan penjelasan
tentang alasan diajukannya penghapusan;

c. fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan: dan

d. jika alasan penghapusan dikarenakan Wajib Pajak Badan
pailit/dibubarkan /berhenti beroperasi, maka permohonan

disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/
dibubarkan /behenti beroperasi.

Bapenda melakukan  pengecekan lapangan terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Pada saat melakukan pengecekan lapangan Bapenda dapat
meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak
memberikan dokumen tersebut.

Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pengecekan Lapangan.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWFD, atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara

lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
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b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(12) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf b dilakukan dalam
hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda
menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Format permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWFPD
dan format keputusan penghapusan NPWPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (9), tercantum pada
Lampiran [l yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 8

Bapenda melakukan Pendataan objek dan subjek Pajak MBLE
untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data
objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis
objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
untuk:

a. menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban
pendaftaran; dan

b. pembaharuan data obyek pajak dan kegiatan usaha Wajib
Pajak.

Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
a, Bapenda membuat daftar potensi Wajib Pajak yang berisikan
nama, alamat, jenis kegiatan usaha dan status pendaftaran
Wajib Pajak serta informasi lain yang berkaitan dengan objek
pajak/usaha wajib pajak.

Wajib Pajak vang masuk dalam daftar potensi Wajib Pajak tetapi
belum terdaftar sebagai wajib pajak, diimbau untuk segera
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han setelah surat
himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak
belum juga mendaftarkan diri maka Kepala Bapenda
mengukuhkan Wajib Pajak dan untuk selanjutnya menerbitkan
Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD
secara jabatan.

BAB 111
PENETAFPAN BESARAN PAJAK MBLB
Pasal 9

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil
pengambilan MBLB.




11

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3] Harga patokan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut
tambang yang berlaku di Daerah.

(4] Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

a. jika harga jual MBLB lebih tinggi dari harga patokan: Pajak
terutang = volume x harga Jual MBLB x 20%

b. jika harga jual MBLB lebih rendah dari harga patokan: Pajak
terutang = volume x harga patokan MBLB x 20%.

Pasal 12

Masa pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender merupakan jangka
waktu vang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak vang terutang.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

(1) Pemungutan pajak MBLB dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
vang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran
berbasis elektronik.

(4) Penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya
disetorkan pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh
Bupati.

(5) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan bukti
penyetoran pajak.

(6) Jatuh tempo penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama disetorkan pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.




(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)
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Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka
pembayaran dapat dilakukan sebelum batas waktu yang telah
ditetapkan pada hari kerja.

Penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanva
dilakukan dengan melampirkan:

a. fotokopi NPWPD:; dan
b. hasil penghitungan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Pajak terutang vang tidak atau
kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayvaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD,

Format SSPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dan avat (9), tercantum pada Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan
secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak vang melakukan usaha dengan peredaran
usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat milivar
delapan  ratus juta rupiah)] per tahun  wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milivar
delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan
beserta bukti pendukungnva agar dapat digunakan untuk
menghitung besaran pajak vang terutang.

Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat
kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
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BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi formulir SPTPD dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Bapenda.

(2] Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh
melalui petugas yang ditunjuk.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(4] Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi
formulir SPTFPD.

(5) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. data Wajib Pajak;

klasifikasi usaha;

jumlah omzet;

o

dasar pengenaan Pajak;
pajak terutang; dan
jumlah Pajak yvang dibayar.

A N

Pasal 16

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat (1)
disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas] bulan
berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada avat (1) jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD dilakukan sebelum batas waktu
yvang telah ditetapkan pada hari kerja.

(3) SPTPD  dianggap tidak disampaikan apabila tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menvampaikan
permyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.



(2)

(3)

(4)

(5]

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)
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Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri
dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang
dibayar dan sanksi administratif berupa bunga,

Atas pembetulan SPTPD yang menvatakan kurang bavar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari jumlah Pajak vang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembavaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak
vang kurang dibayar.

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD

Pasal 18

Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak.

Dalam hal penandatanganan hasil peneliian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat
melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (2),
ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Bapenda tentang
pelimpahan kewenangan.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan penghitungan dan/atau hasil
penghitungan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diketahui terdapat Pajak terutang vang
tidak atau kurang dibayar, Bapenda yang ditunjuk menerbitkan
STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada avat (5) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak vang kurang dibayar, dihitung sejak
saat terutangnya Pajak atau berakhirmmya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {satu) bulan.



(7]

(1)

(2)

(3)

(4)

(3]
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Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang
tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 19

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c¢. SKPDN; dan/atau
d. SKPDLB.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak
bavar berdasarkan:

a. hasil pemeriksaan atau terdapat keterangan lain berupa
data konkret yang menunjukkan bahwa pajak vang terutang
tidak atau kurang dibayar;

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib pajak tidak melakukan pembukuan atau
pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data vang
semula belum terungkap dan menvebabkan penambahan Pajak
yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPBKBT.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diterbitkan dalam hal jumlah Pajak vang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada Kredit Pajak.

Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.



(1]

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)
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Pasal 21

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 %
(satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 %
(dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnyva Pajak atau
berakhirnyva masa Pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang
dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak vang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan Pajak vang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avyat (1) dan ayat (2) dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Pasal 22

Dalam jangka waktu paling lama S5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STFPD.

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya
oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding vang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran,; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratil berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2)
huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar
ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak vang
kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran
sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



(4

(1)

(2)

17

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang
tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
Pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

BAB VI
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita

Pasal 23
Dalam rangka melaksanakan penagihan Kepala Bapenda
berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain vang
sejenis;

. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
. surat paksa;
. surat perintah melaksanakan penyitaan;

. surat perintah penvanderaan;

. pengumuman lelang;
. surat penentuan harga limit;
. pembatalan lelang; dan

0.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penagihan pajak.

2
3
4
5
6. surat pencabutan sita;
‘¢
8
9
1

Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 10
tercantum pada Lampiran VII vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Svarat vang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak
adalah minimal meliputi:

.

2 B

berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau
sederajat;

berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan I1/a;
sehat jasmani dan rohani;

mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
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Pasal 25

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau
janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda.

Pasal 26

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

m e an o

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

meninggal dunia;

pensiun;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
sakit jasmani atau Rohani terus menerus.

Pasal 27

Jurusita Pajak bertugas:

a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus;

b. memberitahukan surat paksa;

melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah
penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus
dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan
harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang
memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka
lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di
tempal usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal
Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga
sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) melalui Kepala Bapenda dapat
meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong
Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat, Penghulu/Lurah,
Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 28

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak vang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.



(2)

(3)

(1)

(1)

(2)
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLE, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak
untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

Pajak vang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
vang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dalam hal Utang
Pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yvang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 30

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran
oleh Kepala Bapenda.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 31

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

r. melalui surat elektronik.

(1)

Pasal 32

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
vang diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:

a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung pajak memindahtangankan barang vyang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan
vang dilakukannya di Indonesia;



(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

(4)

20

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan vang dimiliki atau
dikuasamya, atau melakukan perubahan bentuk lainnva;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit

memuat:

a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung
pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan
sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 33

Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak
sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya
telah diterbitkan Surat Teguran;

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan

c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Kepala Bapenda setelah lewat 21 (dua puluh
satu) han sejak tanggal diterima Surat Teguran.

Surat Paksa Dberkepala kata-kata DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai
kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yvang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Surat Paksa paling sedikit harus memuat:

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b. dasar penagihan;

¢. besarnya utang pajak; dan

d

perintah untuk membayar.
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Pasal 34

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada
Penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh
Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai
pernvataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memiuat:

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
. nama Jurusita Pajak;

b

€. nama penerima;

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
e

ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 35

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada:

a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa vang bertempat tinggal bersama ataupun
yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak vang bersangkutan tidak dapat
dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak
kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat
lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
badan vang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak
dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan
pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim
pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib
Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa
diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator.
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Pasal 36

Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud
dalam Pasal 35, menolak untuk menerima Surat Paksa,
Jurusita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan
mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau
pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima surat paksa, dan
surat paksa dianggap telah diberitahukan.

Dalam hal pemberitahuan surat paksa tidak dapat
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak
berada ditempat, surat paksa disampaikan melalui sekurang-
kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan
setempat dengan membuat berita acara.

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui
tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
penvampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara
menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor
Bapenda atau mengumumkan melalui media massa atau
media sosial.

Bagian Keempat
Sita

Pasal 37

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan
penvitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empatj
jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penvitaan.

Pasal 38

Penvitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung
pajak vang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau ditempat lain termasuk yvang penguasaannya
berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnya vang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penvertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan
kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat
dilaksanakan atas barang milik pribadi vang bersanglkutan,
barang milik isteri, dan barang milik anak yang masih dalam
tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara
tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan.
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Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat
dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang milik
pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang milik kepala
cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik
modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat
tinggal mereka maupun ditempat lain.

Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang
disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan
jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan
penjualan, atau pencairan.

Pasal 39

Barang bergerak milik Penanggung Pajak vang dikecualikan dari
penyitaan vaitu:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannva vang
digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang
menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1
(satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di
rumabh;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang
diperoleh dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-alat vang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat vyang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga vang menjadi
tanggungannya,

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan
untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-han
dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah).

Penambahan jenis barang bergerak vang dikecualikan dari

penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a sampai

dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnva 2 (dua) orang yang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat
dipercaya.

Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;

b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
dan
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c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan,

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita
acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita
Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani
berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus
mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara
pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada avat
(4) tetap sah dan mempunyvai kekuatan mengikat.

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung
Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah
setempat sekurang-kurangnyva setingkat Sekretaris Kelurahan
atau Sekretaris Desa.

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh
Penanggung  Pajak, |Dberita acara pelaksanaan  sita
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi- saksi, dan berita
acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai
kekuatan mengikat.

Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada
barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak vang disita,
atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak
yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.

Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan instansi terkait.

Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja pejabat vang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 41

Penvitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut:

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan
vang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran
berita acara pelaksanan sita; dan

b. membuat berita acara pelaksanaan sita.

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing
dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita
yvang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang
disita.

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak vang disimpan
di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan
sejenisnya yang diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.



25

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis
dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;

b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan

¢. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih
piutang dari penanggung pajak kepada Kepala Bapenda, dan
salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan
pihak yvang berkewajiban membayar utang.

(6) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita
diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya

Pasal 42

Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian
sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak
menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan
yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila
proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti
dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 43

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, berita acara
pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai
tetap perusahaan.

Pasal 44

(1) Dalam hal terdapat objek sita yvang sama dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah,
Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pasal 45

Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan
penyitaan terhadap objek sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak
terkait.

Pasal 46

(1) Barang vang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak,
kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu
disimpan di kantor Bapenda atau ditempat lain.
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Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada
aparat Pemerintah Daerah vyang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita; dan

b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada
aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita tersebut.

Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan
Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila;

a.

b.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2]

nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biava
penagihan Pajak dan utang pajak; atau

hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 48

Atas Barang vang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.

Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.

Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya :

a. kata “DISITA";
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

¢. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,
meminjamkan, atau merusak barang vang disita.

Pasal 49

Pencabutan sita dilaksanakan apabila:
a. penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak

dan utang pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau putusan badan Peradilan
Pajak; atau

c. kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan
Bupati.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi,
bencana sosial dan/atau bencana alam;
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b. penanggung Pajak menyerahkan barang lain yang nilainya
paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan
sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;

c. penanggung Pajak dapat mevakinkan Pejabat dengan
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan
membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan
untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak:

e. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

hak untuk melakukan penagihan Pajak MBLB atas Utang
Pajak MBLB yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah
kadaluwarsa penagihan;

g. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau
penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan
barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara
lelang;

h. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau
penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan
secara lelang tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan
barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang
Pajak dan Biava Penagihan Pajak yvang menjadi dasar
dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab
Penanggung Pajak; dan/atau

i. wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan
pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang
menjadi dasar dilakukan Penyitaan.

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang
diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan
Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak dan instansi vang terkait, diikuti
dengan pengembalian penguasaan barang vang disita kepada
Penanggung Pajak.

Pasal 50

Penanggung Pajak dilarang:

a,

memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,
meminjamkan, menyvembunyikan, menghilangkan, atau merusak
barang vang telah disita;

membebani barang tidak bergerak yvang telah disita dengan hak
tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia
atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau

merusak,mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang
sitaan.
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Bagian Kelima
Lelang

Pasal 51

Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap
barang yang disita memalui kantor lelang.

Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uang tunai; dan
b. barang vang mudah rusak atau cepat busuk.
Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak
dan Biava Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 52

Dalam hal Utang Pajak MBLB dan /atau biaya Penagihan Pajak
MBLB tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala
Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau
memindahbukukan barang yang disita untuk
memindahbukukan barang vang disita untuk pelunasan Utang
Pajak dan/atau biava Penagihan Pajak dimaksud.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas] hari terhitung sejak
pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

Pasal 53

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
melunasi biaya penagihan dan Utang Pajak, maka pelaksanaan
lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil
lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3
(tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
avat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan
biaya Penagihan Pajak, Kepala Bapenda melakukan penjualan
barang sitaan melalui kantor lelang negara,

Pasal 54

Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh
Penanggung Pajak.
Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:

a. penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak;




(1)

(2)

(3)

(4)

(2]
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b. berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
c. objek lelang musnah.

Pasal 55

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak.

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah vang cukup
untuk melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak,
pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang
vang akan dilelang masih ada.

Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan
oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah
pelaksanaan lelang.

Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan avat (3), dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanva diberikan risalah
lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran
dan pengalihan hak.

Pasal 56

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

4)

(1)

Bagian Keenam
Pencegahan dan Penyandaraan

Pasal 57

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang
Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang
sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan
hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 58

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung
Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad
baiknya dalam melunasi utang pajak.
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(2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal tidak memiliki Jurusita Kepala Bapenda berhak

melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang berkompeten
dalam melakukan penyitaan.

Pasal 60

Pelaksanaan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan,
lelang, dapat mempedomani pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 61

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada
Kepala Bapenda terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak vang
dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib
Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3] Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan,
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (3) meliputi:

o

bencana alam;

kebakaran,

kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
wabah penyakit.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
Pajak terutang dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
paling sedikit sejumlah vang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan vang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada avyat (1), avat (2], ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

B oo o
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(5)
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Tanda pengiriman surat permohonan keberatan melalui
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat permohonan keberatan vang diberikan
Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukt
penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan permohonan keberatan tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan
keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Format surat permohonan keberatan dan keputusan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), tercantum
pada Lampiran VIll yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnva dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yvang terutang
menurut Wajib Pajak;

¢. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ ketetapan vang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak: atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari
Pajak yang terutang dalam surat keputusan /ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan
vang diajukan tersebut dianggap diterima.
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Pasal 63

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dihitung dari Pajak vang lebih dibayvar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung
sgjak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak vang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 64

Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat
Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan vang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan
Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) tidak
dikenakan.
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Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak vang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII
GUGATAN PAJAK

Pasal 66

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. Keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. Keputusan yang diberikan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan;

b. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan vang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke badan

peradilan pajak.

Pasal 67

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

BAB IX
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 68

Kemudahan perpajakan daerah dapat diberikan kepada Wajib
Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak Terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
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Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam
kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan vang
ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas,
dibuktikan dengan menunjukkan besarnva rasio aktiva
lancar terhadap utang lancar kurang dar 1 (satu) tahun
serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya
dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun
sebelumnya;

b. Wajib Pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan
dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/
lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menvelenggarakan
pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap
utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajb
Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta
melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.

c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya.

Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran
diatur sebagai berikut:

a. wajib Pajak vang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Bapenda dengan disertai alasan yvang jelas
dan melampirkan fotokopi STPD yang diajukan
permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
sudah diterima oleh Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah
ditentukan;

¢. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak vang
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung
diajukannya permochonan;

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10
(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;

e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4
(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
pembavaran yang termuat dalam STPD;

f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai
berikut:




(7)

(8)
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1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap
jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara
besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur,
dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan
jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

g. terhadap jumlah angsuran yvang harus dibayar tiap bulan,

tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi
tiap bulan;

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai

berikut;

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah
pajak terutang vang akan ditunda yaitu hasil perkalian
antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan
jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh
jumlah hutang pajak vang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh
jumlah utang pajak vang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan,
dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah
ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. terhadap wajib pajak yvang telah mengajukan permohonan
pembavaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan
permohonan penundaan pembayaran untuk surat
ketetapan pajak yang sama.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat
(5) huruf ¢ meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

Format surat keputusan bupati dan contoh surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4] dan ayat (6)
huruf a, tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB X
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 69

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala
Bapenda ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB yvang dalam penerbitan terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan.

(2] Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda
ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda
ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan  permohonan  Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan vang dapat berupa
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan
jumlah Pajak vang terutang, maupun sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak vang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara vang ditentukan;
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7] Format surat permohonan pembetulan dan surat keputusan
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayvat (5), tercantum
pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 70

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
a. pajak wvang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembavaran pajak vang tidak seharusnya
terutang.
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Pengembalian kelebihan pembayaran hanva dapat dilakukan
oleh wajib pajak berdasarkan:

a. perhitungan dari Wajib Pajak;
b. surat keputusan keberatan; dan/atau
c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Paaal 71

Terhadap pengembalian kelebihan pembayvaran berdasarkan
perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.

Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan
dokumen:

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. NPWPD;

c. masa pajak;

d. besarmya kelebihan pembayaran pajak; dan
e. alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Bapenda.

Bukti penerimaan oleh Petugas Bapenda merupakan bukti
penerimaan permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayvaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayvat (5)
telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Format surat permohonan dan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum pada Lampiran
X! vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 72

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1),
Kepala Bapenda dapat menugaskan bidang teknis terkait untuk
melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran
kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh bidang teknis terkait
memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan
pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada
Wajib Pajak.



(3)

(4)

(3)
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Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bidang teknis terkait memberikan
telaahan yang berisi pertimbangan atau Kepala Bapenda
disertai nota perhitungan.

Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB
atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan
pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
surat permohonan.

Format nota perhitungan dan surat keputusan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran
XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 73

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat
keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan
peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)
huruf b dan huruf c, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(1)

(2)

(1)

(2]

(1)

Pasal 74

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

Pasal 75

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen] per bulan atas
keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII
OPSEN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 76

Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak
MBLB terutang.



(2]
(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)
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Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terutangnya Pajak MBLB.

Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB vang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dengan pajak MBLB yang terutang.

Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas
pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak
MBLB terutang.

Bagian Kedua
Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Pasal 77

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB
terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLE.

Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan
pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah dalam SSPD Pajak
MBLB.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan
Penagihan.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk
Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal Bapenda telah menerima pembayaran atas
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas
Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 78

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran
Pajak MBLB kepada Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan
pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB
Pajak MBLB.

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada avat (2)
disampaikan kepada Gubemur paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak
MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan

Pasal 79

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah
Provinsi Riau.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk kerja sama.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan; dan

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam
rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Besaran Sinergi Pendanaan

Pasal 80

Dalam hal besaran sinergi pendanaan atas Pajak MBLB dan
Opsen Pajak MBLB, estimasi penghitungan persentase dapat
dilakukan bersamaan dengan pembayaran, pelaporan Pajak
MBLB dan/atau nilai akhir penerimaan.

Besaran sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Provinsi Riau.
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Bagian Keenam
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 81

(1) Bupati bersama-sama dengan Gubermur dan bank tempat
pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data
penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap
triwulan,

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencocokkan:

a. surat pemberitahuan pajak daerah:
b. surat setoran pajak daerah;
c¢. rekening koran bank; dan

d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3] Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak terutang beserta denda
vang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan
sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib
pajak.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal
5 Januari 2025.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 34),
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 85
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 !lavemher 2024

SESUAI DENGAMN ASLINYA
ALy Ny BUPATI BENGKALIS,
f KALIS
TID
) KASMARNI
(FARRASYID, 5.H., M.H

pada tanggal 28 llovember 207

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

FRSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 7=



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH, SURAT PENUNJUKAN
SEBAGAI WAJIB PUNGUT

1. Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

a. Formal Pendaftaran Wajib Pajak Perorang/Pribadi

Nomor Formulir
PEMERINTAH EABUPATEN BENCOKALIS | I ! ] | | I I |

BADAN FENDAFATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirmen Nomor 22 Bengkalls Kode Pos : 28712
Telp, (0766) 23570 Fax (0766) 23581 Email

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIBN PAJAK PRIBADI
Kepada Yth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

di Bengkalis

PERHATIAN :

L. Harap diisi d ran 2] ditulis dengan huruf cetalk

2. Ber tanda X pada kotak i i vang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Surni pendaflaran ini diisi dan ditanda tangami, harap discrahkan kemball kepada Badan
Pendapatan Daerah  Kabupaten Bengkalis langsung ateu  dikinm  melslui  Pos paling  lambat

ONSI OLEH WAJIB PAJAK

2, Kewarganegarasn : D WHI I:I WHA
J.  Alamat Tempat Tinggal
- Jalan / No. -
- RT/RW/RK
Kelurahan / Kepenghuluan
Kecamatan
Kabupaten
Nomor Telepon /hip
- Kode Pos : L+ T I 7
NPWP (jika ada) :
Tunda Bukti Diri : [rrr  [Jsm  [_]PAseor
No. dan TglL Tands Bukt [%ir (Photo Copy terlampir)
No. dan Tgl. Kartu Keluarga
Plioto Copy Terlampir .
8. Pekerjaan Pegawnl Negeri [ 1 Pegawni Swasta [_]ABr
Pemilik Usaha [C Y snnmenipios
9. Kewsjiban Pajak : Pajak MBLB
10. Nama/Merk Usaha -
11. Alamat Tempet Usaha

e e

...................................... Tahun

Nema Jelas PP

TEOHE TEOEEI & ....orvecssseniis it brrrrer s i re bt o rine
DS OLEH PETUGAS PENERIMA DIUSI OLEH PETUCGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal ; NPWPD yang diberikan : — I
Mama jelas / NIP Nnma selss [ NP
Tanda Tangan

= Tandna Tangon




No. Formulir

TANDA TERIMA

FEMERINTAH KABUPATEN BENGHALIS Momor Formulir
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos - 28712 |
Telp, (0766) 23576 Fix (0766) 23581 Email : l
FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN
Kepadn Yih
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
EABUPATEN BENGKALIS
di Berigkalis
PERHATIAN ;
1. Hamp diiss den 2] ditulis dengnn hurif cotak
2. DBen tanda X pada kotak yang tersedis untuk jowaben vang diberkan
3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangam, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Deerah Kabupaten Benghalis langsung stan dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..o, .,...p
RIS OLEH WATIE PAJAK
1. Nama Badan/Merek Usaha :
2. Alamat Tempat Tinggal
- ulalan § No.
- RT/RW /EK
«  Kelurahan
~ Kecamaian
- Kabupaten
= Nemor Telepon /Hp $
Kode Pos : | | | | | |
3. NPWP (jika ada) :
4. Burat kin vang dimiliki {photo copy Surat izin harap dilampirkan)
Surat lzin Tempat Usaha - [ AR R S PO
T e T e P e Tel,
- Surat lzin . T — e —— B
........................................... Tel
Bt Bln csse i i R e e T ey e
........................................... Tel.
© BUTEL IR e T R— T o
Tel.
KETEREANCAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
3. Nama Pemilik /| Pengelola :
6.  Jabatin
7. Alamat Tempat Tinggal
= Jalan / No.
- RT/RW/RK Y
- Kelurahan/Kepenghuluan
- Kecamatan
- EKabopaten | Ketamadva
- Nomor Telepon :
- Kode Pogr : . 1 1 1 1 1]
B. HKewajiban Pajak : Palak MHLB
srnpnrppearnpenpees § IOV L - shsmn frsmriburnsnsvose
Nama Jelas PR ) AN L L e




TATN THRIERIT. 5 saiii i dunsibanndss iy ah i b d s s s sa i e

BIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterime targeml : NPWPD vang diberilkan :
Nama jelas / NIP o s s S |
Tanda Tangan Nama jelas [ NIP
Tanda Tangan
................. siniaiassnibpibyaiiateiosiarorsasiassnarainasebsenes OPLIVEEIE BRI ool s esbs s s i a s s

TANDA TERIMA

Alarmat

Yang Menerima

. )




2. Format Keputusan Penetapan Wajib Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomaor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0786) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mall - ....... Website : www bengkaliskab go id

_—

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEALIS NOMOR : ..coivamismissmssirsnnsssrsssnsar

TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. Berdasarkan syarat dan formulir Pendaftaran yang disampaikan
kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan
nemor Formulir.............tanggal............

] Dst..
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20223 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

4. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BENGEKALIS SEBAGAI WAJIB PAJAK.

KESATU : Nama Merk /Usaha '
Alamat
NFWPD
Pemilik/Pengelola
Alamat Pemilik :
Wajib Pajak :

KEDUA : Wajib Pajak membayar Pajak Daerah sesuai dengan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, disetor ke Kas Daerah Kabupaten
Bengkalis,

EETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di

Pada tanggal z

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NAMA
NIP




3. Format Surat Penunjukan Sebagai Wajib Pungut

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email
D EEEEEEEEE————————— e

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
Dengan ini menyatakan bahwa ¢

NAMA MERK [/ USAHA

ALAMAT

NFWPD

PEMILIK/PENGELOLA

ALAMAT PEMILIK

WALIB PAJAK

Adalah sebagai Wajib Pungut Pajak Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan
diminta kepada Saudara agar dapat memenuhi kewajiban senagimana vang diatur oleh
peraturan perundang —undangan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, <1 1 TR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,
TTD

KASMARNI



LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENONAKTIFAN NPWPD DAN

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

1. Format Surat Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Nomor

Perihal

Lampiran

llllllllllllll [EEEEE LT -.-Tﬁhun.u.-n wE

Kepada Yth.
Bupati Bengkalis

: Permohonan Penghapusan Nomor Melalaui Kepala Badan Pendapatan

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Daerah Kabupaten Bengkalis
Dan fatau Pencabutan Pengukuhan Di-
Sebagai Wajib Pajak Daerah.

Bengkalis

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Alamat

No Tlp /HP

Sebagai wajib Pajak ,1" kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha

Jenis Pajak

NPWPD : ]ijcnjullllllc[j[jj

Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak
Daerah dengan alasan sebagai berikut :

P 80 B et

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut :
- Fotocopy KTP;

- Fotocopy Pembayaran terakhir;

- Fotocopy Surat keputusan Pengukuhan;

- Fotocopy akta kematian;

- Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan)

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/ Kuasa WP,

*] agar melampirkan Surat kuasa khusus.




2. Format Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Website : www bengkallskab go

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGRALIS
00 ] R N == A

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALLS,

Membaca !  Surat permohonan Wajib Pajak Nemor....... Tanggal..... Tahun ... tentang
Penghapusan Nomor Fokok Wajib Pajak Daerah (NPWPDY dan / atau pencabutan

Pengukuhan sebagal Wajib Pajak Daerah,

Menimbang : A terhadap yang bersanglkutan tidak memenuhi persyvaratan sebagai
subjektif maupun abjektil Pajak MBLB Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang- Undangan;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang
penghapusan Momor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan

Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, Tambehan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor B5, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesiz Tahun.

Momor 6881);
4, dst.....
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAL

PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAT WAJIR PAJAK DAERAH

KESATU :  Mencabut nomor Pokok Wajik Pajak Daerah dan/fatan Mencabut Pengulkuhan

sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha R
Alamat/ Lokasi UsBehE  § i i s s osin i s v
Penanggung Pajak L R SRS S PR
Alamat S R OB S eSS C X E SR SR eRL L S S e e

NPWPD

Sebagal WAJIB PAJAK MBLDE




KEDUA

KETIGA

Dengan Penoabutan sebagaimana diktum KESATU dintas maks segala hak dan
kewsajiban yang bersangkutan scbagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan
batal demi hukum.

Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apahila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalshan maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benghkalis
Pada tan ]

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN BENGEKALIS

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR "3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN

HARGA PATOKAN MBLB

NO. JENIS KOMODITAS TAMBANG Hﬂggﬁrﬁ'ﬁ;{;ﬁm

l. | Granit/Andesit 50.000

2. | Pasir Laut 30.000

3. | Kerikil 50.000

4. | Tanah Liat dan Sejenisnya 25.000

5. | Tanah Urug / Tanah Timbun 25.000

BUPATI BENGKALIS,

ITD

KASMARNI




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPAT] BENGKALIS
NOMOR 7> TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SSPD DAN FORMAT STPD

. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KAHUPATEN BENGKALIS SSPD
BADAN PENDAPATAN DAERAF
Jatan Jenderal Sudirman Nomaor 22 Benglmlis Kode Pos ; 28712 [SURAT SETORAN PAJAK
*felp. (UT66] 23576 Fax [D766) 23581 Email DAERAH)
g kS [ R
NPWPD h
Nama
Alamat
NIOP
Nama Objek
Alamat Objek
Menyetor berdasarkan®) D SKFD EI SPTPD
[[] skPokB [] sk pembetutan
[ ] skepeT [[] SK Keberatan
[]srep [[] vain-lain
Masa Pajak © ... b0 1101 I SRR —— Mo Uit @ .oenpincceen
Nomor +
v Rekening Keternngan Pajalk Jumlsh {Rp)
Jumilah Setoran Pajak
Dengan huruf
Fuang untuk teraan Diterima aleh
Kas register / Trnda Tangan Petugss Tempal Pembavaran S, . | )
Petugas Penerima
Targeal ] Penyetor
Tanda Tangan
[ i)

Beri tanda V pada kotalk ]:] sestal dengan ketetapan vang dimiliki.



Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

FEMERINTAH KABUFATEN BENGKALIS STPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH (Surat Tagihan quak Dacrah;
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Masa Pajak % e NO, URLT
Bengkalis Kode Pos : 28712 Tahun PRIER  © ccivimnin N
Telp. (0766) 23576 Fax ([0T66) 23581 Email

Nama Usaha R R o e e L S LA L G LLLLLLY £t e L S SO S PRI Oy e o TTLE S
£ = 0 11
Alamat s T T e I ARt D i A B e e s
NPWPD :DljlllltlEl L1 LI

| Tanggal jatuh tempo oeruss e e

|. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3] Peraturan Pemermtah Nomor 35 tahun 2023  tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau

keterangan lain atas pels_hnmi_g.n]hﬂiumﬁn:_l_‘
Kode Relening -

Jenis Pajak Deerah B R e T e e

1I. Dari penelitian dan/ataus pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adaloh sebagai berikut :

1. Paiak yang kurang bayar Rp.
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat [4) dan Rp.
ayat (5)

3. Jumlah yang masih harus dibayar [ 1+ 2

Dengan huraf [ [

PERHATIAN
1. Harap penvetoran dilakubkan melalui Kas Daerah alsu tempat lain yang ditunjul dengan menggunakan | Surat

Setoran Pajek Dacrah (SSP0)
2. Surat Ketetupan dinyatalan LUNAS ik didukung dengan Tanda  Bukti Pembeyaran, dan telah
dizghkan/vatidas kas Register atau Cap/ Tande tangan Pejabat vang berwenang.

MIP.

No. STPR AREREF
TANDA TERIMA
Nama
Alamat R T TR T T P SR, BT N o A e e o i s i b ' il
. B 13111
Yang Menerima
PRI ARt b ]

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 7= TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Jend. Sudirman No.22 Bengkalis
Telp - (0766) 23576

SURAT PEMBERI TAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Perhatian ;

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Sctelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah/UPT
Pendapatan Daerah Kecamatan dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 15 bulan

berikutnya.

4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yvang berlaku,

I Identitas Wajib Pajak
a. Nama Wajib Pajak

b. Alamat
c. Mama Objek/Usaha
_d,  Alamat
e. NPWPD
|1l. Diisi Oleh Pengusaha
| a. Kasifikasi Usaha . PAJAK MBELB
b. Pendapatan Rp.
r_'-c. Service Rp,
d. Dasar Pengenaan Pajek (DPP) Rp.
e, Pajak Terutang (% X DPP) Rp.
f. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp.
g Sanksi Administrasi Rp.
h. Jumiah Pajak Yang Dibayar Rp.
i. Data Pendukung Lampiran
a). Surat Setoran Pajak Daerah [(SSPD) Ada/Tidak Ada
bl. Rekapitulasi Penjualan { Omzet Ada/Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/ Bill Ada/Tidak Ada
d}. Jumlah Harjan Ada/Tidak Ada
b Ada/Tidak Ada

Demikian formailir ini dilsi dengan sebenar-benarnya dan apablla terdapat ketidak benaran dalam
memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pernturan Daerah

yang berlakii.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEALIS

MAMA
NIP

Beatigkili®, ..icicicicininrpoasans
Wajib Pajak /
Penanggung Jawab/Kuasa

Nama Jelas (Tanda Tangan
Cap/ Stempel

BUPATI BENGEALIS,
1D

KASMARNI




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR - = TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

FORMAT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB

1. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKFDKB
BADAN PENDAPATAN DAERAH [Surat Ketetapan Pajak Daerah
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Kurang Hayvar) NO. URUT
Bengkalis Kode Pos : 28712 Masa Pajek ! e T O PR D
Telp. (0766) 23576 Fax (0766 23581 Email Tuhun Pajak :

Nama Uﬂﬂhﬂ. PP —— LR PRaEEEPRASES PEIEAEFIEREEE L T e

Nama Pemilik N B AR R R T R R R A

Alamat B S R A S A S R ST

NPWPD lejisflEsssE=ssl=E=l=s

Tanggal jatuh tempo T e e e s “

I. Berdasarkan Pasal 75 avat (2) Peraturan Pemerintah No, 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan peomeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksangan kewajiban :

Kode Rekening 3 I
JENiE PR DEEEE 8 e (i reeb bt by b s sk

lI. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut

i. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Teritang Rp.
3. Kredit Pajak

g. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.

b. Setoran yvang difakukan Rp.

c. Lain-lain Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan {a + b + Rp.

4. Jumlah kekurangsn pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
5. Sanksi Acdministratif

a. Bunga (Pasal 77 ayal (1) dan ayat (2) ( FP 35 Thn Rp.
2023}, Rp.

b. Kenaikan (Pesal 77 ayat (2] huruf'b ( PP 35 Tho Rp.
2023);

t. Jumlah sanksi administratif (a < b) Rp.

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5g)

Dengan hurul I |

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Deerah atau tempat lain yvang ditunjuk dengan menggunekan | Surat
Setoran Pajak Daerah (SSP1)

2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengnn Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan /validast kas
Remuter atay Cap/ Tanda tangan Pojabat vang berwenang,




Benphalis, ..o VAT s
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGRALIS,

NIP. B
........................................................................... Gt AL i
Mo, SKPOKB ..o irrereesssmsanns
TANDA TERIMA
DEEIIEEL e e e R e A B A L G R
A i R o B e R N S
.............................. Tahun.
Yang Menerima
| E—— Y |

2. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGHRALIS | SKPDRBT
BADAN PENDAPATAN DAERAH [Surat Ketetapan Pajak Daerah
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 | Kurang Bavar Tambahan) NO. URUT
Benghalis Kode Pos ; 28712 Masa Pajak & oo I T T 1T T 11
Telp. [0766) 23576 Fex [0766) 23581 Emal I Tahumn Paiak —

Mo EFalis: 0 e e e s L A R e e A R s R S
Nama Pemilik RS R e AR R s s
RIEIEL: @000 e e e s e s sy b e o 8 eSS A o oA R 68 B AR A A
NPWPD 3§ o O o o om0 e e Y o o |
Tanggal jatuh tempo 1 avaniie e e e b bR b A e

. Berdasarksn Pasal 75 ayal [3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilalukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban 1
Kode Rekening L1 I 1 I ]

Jenis Pajak Dacrah T SRR T m—

II. Darl pemeriksaan atay keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar
adalah sebagai beriaut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terulang Rp.
3. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebéelumnva Rp.

b. Setoran yvang dilakukan Ep.
c. Lain-lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan [a=b = ¢} Bp.

4, Jumlah kekurangan pembayzran Pokok Pajak [2-3d)

5. Sanksi Administratif
a. Kenaikan ( Pasal 77 ayat (3 ] { PP 35 Thn 2023); Rp.

b. Jumlah sanksi administratif {a). Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b) Rp.
Dengan huruf I I
PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalul Kas Dacrah atay tempat lnin yang ditunjuk dengan menggunakan | Surat
Setoran Pajuk Daerah {SSPD)
2. Surat Ketefepnn dinyataknn LUNAS  jika didukung dengen Tanda — Bukd Pembayamn, dan  telah

disahlan fvalidasi kas Register atau Cup/ Tanda tangan Pejabat vang berwenang.




1%, vrererennn B 14111 PO
KEFALA HhﬂAN F'F‘NDHPATﬁN DAERAH
KABUPATEN BENGHEALIS,

No, SKPDBET
TANDA TERIMA
NEWPD G R e e S S P D AT O s
Alamat R R L R R G s s s iy
............................... PRI, oy b
Yang Menerimea
T ]
3. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SKPDN
BADAN PENDAPATAN DAERAH {Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Nihil) NO, SKPDON
Bengkalis Kode Pos : 28712 Maosa Pajak @ oo I T i
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email Tahun Pajak
NBITIE =00 mmeeemersermrees e et e s AN YR AR R AR e S D

NPWFD 00 LIl Co CO

11.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 lentang Keétentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan ateu keterangan lain atas

pelaksanaan lﬁrwn,]lhan
Kode Rekening o | N [ I (O
Nama Pajak LR e e e N R R

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumiah masih harus dibayar
adalah sebagai benkut

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. FKredit Pajak
n. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran vang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d. STPD (Pokok] Rp.
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b+ c +d) Rp.
4. Jumilah yang harus dibayar (2-3e) Rp. NIHIL

Bengkalis, .. ...Tabun....
KEPALA He’i'D:\N FENW&TM DJ'!I.EEJ";H
KABUFPATEN BENGKALIS,

IIIIP ...................
.............................................................................. Gunting disini.........




TANDA TERIMA

Nama B R e B S R R e e I A e T e d e e s T
Alamat R B e e R b b b g b L A S L s e L e
SEpTr— PENRINLY & 1, |« | . TN Np ey
Yang Menerima
{ i el

4. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGEALIS SKFDLB
BADAN PENDAPATAN DAERAH {Surat Ketetwpan Pajak Daeralh
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Lehih Baya RO, URUT
Bengkalis Kode Pos: 28712 Masa Pajale @ e I 1 I (0 )
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email Tahun Pajak 1 oo

Nama Usaha R R —— bR A R I
Nama Pemililc L STCLPRERID PP o W g S R b AR R S i
Alamat R B R o e T o e e oo e e Ao
NPWPD EEYELELE LT TS B L
Tanggal jatuh tempao R P R e T PR

I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang HKetentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan
kewsjiban :

Kode Rekening - ) [ T - -
Jenis Pajak Daerah LR P iS A AR LR TN R

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar
adalah sebagal berikut ;

1. Dasar Pengenasan Rp,
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak
& Setoran yang dilakukan Rp.
b. Lain-lain Rp.
€. DHkurang kompensasi kelebihan ke tahun yang  Rp.
akan datang/utang pajak
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ja + b + ¢ Rp.

4. Jumlah kelebthan pembayaran Pokok Pajak (3d - 3)

5. Sanksi Administratif

a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat Rp.
[1}/Pasal 103 ayat (7] ( PP 35 Thn 2023} Rp.
b, Jumlah sanksi administrarif (a)
Rp.
6. Jumlah yang masth harus dibayar (4 + 5h)
Dengan huruf I
FERHATIAN :
Pengembalinn Kelebiban Pembayvarm Pejak dilakukon pada Kas Daersh ateu lempat lain yang ditunjule dengsn
mengrunakan Surat Perintah Pencadran Dana (SP2D)
7 Tahun...........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

SN b 0 B A e B 8 R b 4 b B

HMIP.




No. SEPDLE .uvicisinisiimas i
TANDA TERIMA
NFWPD e s D D R o e e L o b R R
MNama
Alamat 1
............................... 5 16111+ RS AT
Yang Menerima
b sdniisi j

BUPATI BENGEKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 7= TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

FORMAT SURAT TEGURAN, SURAT PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YANG
SEJENISNYA, SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS,
SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, SURAT
PENCABUTAN SITA DAN SURAT LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

1. Format Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenisnya

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomer 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23578 Fax. (0766) 23581 E-mail . ....... Website : www benakaliskab go.id
NPWPD [ O T 4 1
Kepada Yth,
DE vovroeoeoesmsmomeme
SURAT TEGURAN
[UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)
b R Py P B

Menurut pembukuan kami, hingga saat inl Saudara masih mempunyal tunggakan Pajak

sebagni berikout ¢
Nomor dan Tanggal SKPDKB, Tanggal Jurmnlah
Jenis Pajak | Tahun | SKPDKBT, STFD, SK KEBERATAN, SK | Jatuh Tunggakan
Pembetulan, SK Putusan Banding”| Tempo Rp.
|
JUMLAH

Denpan Hum0E: [ssamii b i inaias s iamiasi |

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggaksan
dalam waktu 21 { dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

PERHATIAN Benglealis, ...oinmeiniin. Tabiar. v
PAJAK HARUS DILUNABI DALAM KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
WAKTU 21 (BUA PULUH BATU) HARL KABUPATEN BENGHEALILS,

SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN

INI DITERIMA, SESUDAH BATAS

WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN

AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENYERAHAN SURAT PAKSA | [irrmrraee e |
| NI,

Koterangan ¢
* Coret yang tidak perlu




2. Format Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0786) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mall : ..., Website : www benakaliskab.go id
LURAT PENAGIH SEKALIGUS
NODIOT & vovierrisninsimmenisis

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal B2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang ketentuan Umum Pajak Deerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada ;

Nama WP/Penanggung Pajak  : .iiinmnimiennin T T— T R RN S
NFWED »0 O OO0 O O O 01

Alamat e A A A N R e O T s s S
Untuk Melunasi sekalipus hutang pajak sejumlab Bp. o, pCTRE

Mentrut perineian sebapai berikut @

Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, Tanggal Jumlah
Jenis Pajak | Tehun | STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, Jamh Tunggakan
SK Putusan Banding") Tempo Rp.
JUMLAH
Disngitny HUrul 3 (cindiinniiismiimiam e nin sy s iardinins ]
pada harl ind, i Tanggal ..o Bl L wnni v sy o TERBMR i snprmiinriias

Dalam hal Saudara telsh Melunasi Tunggalan tersebut di atas; diminta agar Saudars segera
melaporkan kepads Badan Pendepstan Dagrah Kabupaten Benglalis.

KEFPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUFPATEN BENGKALIS,

NIP.

Keterangan :
* Caret yang lidak perlu




3. Surat Paksa

a. Format Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (07686) 23581 E-mail . ....... Website ; www bengkaliskab go id

SURAT-PAKSA
NOMIOT | e crrrerane

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
N arme WP PeOanEmitni PEIOIE 8 i iiosirrsrns s s vtsalins oh aansuniy st 56 bata s Aadad ok SHnstrnt Sassstadt Aabanss shestins satiasate

NPWPD AEElesEFEEEEREEE N
I . R e e
Dasar Penagihan e e S T R e el N e R R L AR
Mentinggak Pajak sebaganimana tercantum dibawah ini :

ot Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, | Tanggal Jumliah

E.";E Tahun | STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, Jatuh Tungeakan
Pay SK Putusan Banding| Tatio Rp.
JUMLAH
B A e e L e e e e e e e N e R sl I

Dengan ini @

1. Memerintehksn Wajib Pajak/Pensnpggung Pajak untuk membayer jumlah tunggakan pajak
tersebut ke Kas Dperah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
is. atau Bank yang ditunjuk, ditambab dengan biaya-biaya penagihan dalam wakiu
2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini,
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak vang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutlamn
pelaksenaan Surat Paksa dengan melaksanplcan penyitasn ates barang-barang milik Wajib Pajak/
Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGRALIS,

Keterangan :
*| Coret yang tidak Perlu




b. Format Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

BERITA ACARA
Penyampaian sural Paksa
Pada Rati il ......cooememmrmmmmmmsssssssismmses tanggEal e 4151 F=1 o
ERITEEL - vrvacrrmusnnnisraians atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bengkalis Nomor 22, Saya Juru Sita
Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara T R A A e R A

Bertempat tinggal di I e e 2 s Sl a2

Berkedudukan sebagai 3

Sava Juru Sita Pajak Dacmh btrdauarkan knkuamn Su,rat Paksa l:ra::hut memerintahkan
kr.pﬂda Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat
Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima
Badan Pendapatan Daerah Kahupat:n Etngkahs atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

dengan udak mengurangr kewapbsn untuk msmhayar h;aya-b:a_}ra Penagihan ini dan
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang vang bergerak maupun barang-barang yang tidak
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kt:pada
bertempat tinggal i s sy diSebabkan

,,,,,,,, B EEE N R RSN A R AR R R

Yang menenrima Salinan Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah,




4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

a. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mall ; ....... Website : www.bengkaliskab go id

SURAT PERINTAH MELAKSEANAKAN PENYITAAN
ILEITIRE & oo s pimmn s sk B e e s AR

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak ;

Nama Wajib Pajak/ b S L e
Penanggung Pajak

NFWFD S N T N I O O O O O
Alamat L L L e B T (LS b o e B T e TN

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa NOMOE e s s ssimssrrnees tangpal
............................................ hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar,

maka dengan ini diperintahkan kepada :

MNama g O el

NP B i A B B e o B S S o R i P

Jabatan t  Jury Siite Pajuk Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Benghkalis.

Untuk : 1, Melaksanakan penyitaan berang-barang (barang bergerak dan/atau

barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
maupun vang berada ditangan orang lain.

2. Mengajukan permochonan kepada Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara agar barang barang yang telah disita dijual dimuka
umurn, apabila pejak tidak dilunssi dalam waktu 14 hari setelah
dilaksanakan penyitaan.

3. Penvitasn dimaksud dilalcukan bersama-sama dengan 2 (dusa)
orang Salisi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapal usis 12
tahun atan telah dewasa dan dapat dipercaya

4. Menyvampaikan Berita Acara Penyitasn dimaksud dalam walkio
paling lambat ... hari setelah pelaksanaan
pEnyitasn

Bengkalis, ... . Tahun ....oe.e.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGRALIS




b. Format Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. {0766) 23576 Fax. (0OV66) 23581 E-mail ; ...... . Website : www hengkaliskab.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

MOPAGT S oo irpsisr sy R R

Pada harl Ini .crveeeeeeeiennes TEAPEAL . .oveeiimninmsmias Bulan ....cocinrenees Tahun ........... , atos kekuatan
Surat Perintah melakukan Penvitaan Kepala Badan Pendapatan Dasrah Kebupaten Bengkalis Nomor

e Tunggal .................... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis
da.l.ﬂrn hal ini memiliki domisii di kantor dengan alamat Jalan Jendral Sudioman Bengkalis  dan
berdasarkan Surat Paksa vang dikeluarkan pada tanggal .. e . Nomor ..., yang telah
diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau P'manggung Pajak vang disebut dibawah ini,
maka saya Juru Sita Pajak Dasrah tersebut bertempat tinggal di J1 ... dengan
dibantu 2 {dua) crang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

| [ . S RS i P o S
. e AR PekesIaan. wsosmssminnsis ETETS—

telah datang di rumah (perusahiaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanpgguny Pajak B S S A e e e s e R e
NPWPD S i ) A N ) N O i
ALGIMAL e e g S R R e e

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung
Palak karena veng bersanghutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini -

Jenis Pajak Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Surat Perintah melakuicen Penyitaan telah dilaksanalkan dengan hasil sebagal beriloas
Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang vang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak Terletal di : Taksiran Harga
Jenis Barang Bergerak Terletak di: Taksiran Harga

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

Wajib Pajak Jurusita

{ o) R




5. Surat Pencabutan Sita

a. Format Surat Pencabutan Sita

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-maill - ... Website : www bennkaliskab ao.id
............... PRTREPRNERPTIIREINRLY 11 111 PP
MNamor -
Ferihal . Pen =it
Kepada Yth,
Nama '
vewep [ [ LTI O
Alamat T T pre—

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitasn atas barang milik
Saudara yang telah dilakuikan pada tenggal ......ocovivinnnciniinnnns dengan ini DICABUT.
Demikian agar dimakiumi.

Bengkalis, ..o, § PITT
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

NIP.




b. Format Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0786) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Woebsite : www bengkaliskab go id
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN
MOIIIGE: fiiiiasaioisisnsrimbiin catiotaiton o s bs bsdabnns i
Pada har imi ... TangEnl i BUIBIL wisssrnsre g 1-19]55 | N , atas kekuatan
Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bemgkalis Nomor
sivessaiive PEDREA corriiiiricsiirrasee yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Benghalis
dalam hal ini memilid domisili di kantor dengen alamat Jalan Jendral Sudirman Bengksalis dan
berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..o, Neommer v yang telah
diberitabukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini,
maka seya Juru Sita Psjak Daerah tersebut bertempat tingegal di J1 .oocivieeeniiciiiineeien, dengan
dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan vang telah dewasa vaitu :
R S AR L ot AR T e B A T
B Peloerjaen o i SRR
telah datang di rumah atau perusahasn penangpung pajak BETTIAITIA | it eniornnssessaseseess
Bertempat tinggal di ......coonneimmsin Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang barang
milik penangpung pajak, karena yang bersangkutsn telah melunasi hutang pajak daerah yang
tercentum  daloom i ki b sarmisena BRdpil - Lo S berjumiah
RPN S S 5T e e T e D LA e e B e R |

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut ;

Jenis Barang Bergerak Terletak di:

Jenis Barang Bergerak

Terletak di =

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita
tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyilaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Pengloripion & ol JUrE Sita 1 cvreeecrevensssn i
Saksi 1

2




6. Surat Lain yang diperlukan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak

a. Format Surat Permintaan Lelang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail ; ...... Website : www bengkaliskab.go.id

.................................. Tahumn ......oc....
MNamor : Kepada Yth.
Lampiran : Saudara Kepalal ..o i
Perihial :  Permintaan Pelaksenaan Lelang di -
Barang-barang Sitaan atas B T TR TR
Tunggakan Pajak.

Bergama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang
barang-barang sitaan atas Tungpakan Pajak secerti yang terlampir dalam Berita Acara
gita vang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD f]ZIIZIIi!IIIIIIIiIJI

Bertempat tinggal di

Yang telal menunggal Pajak Dacrah Sebesar Rp. i o iesisinisisssissiissases
Loyt e ity | Kepada Pemeriniah Dasrah Esbupaten Benglealis
untuk di lelang dirnuka umum.

Kami harapkan apgar lelang dimaksud dapat Saudara laksanalkan dalam waldu dekat,
dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampal hasil penjualan dapat menutupi
hutang Psjak MBLB diatas ditambah biava-biaya penaghan lainnyn sebesar
BoER s s savisaniingsiddesninias Lot e s e s R )

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terumakasth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEALIS

Lot cm s e et seee s |




b. Format Surat Pencabutan Pengumuman Lelang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

= i

---------------------------------------------

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMARN LELANG
PRI Y. s perimbnins niiri b i dvsir

Oleh karena Ssaudara telah melunasi hutang Pagjak Daerah sesual dengan surat Pencabutan
Penyitaan tangPal ... MOROY 3 usirmmirmim s s SR i TN maka dengan
ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang,

KEFPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
RABUPATEN BENGKALIS,

Tindasan :
1. Kepala Bidang.......c.... (Terkait)
2. Juru Sita Pajask Dacrah

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 7% TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DAN KEPUTUSAN KEBERATAN

1. Format Surat Permohonan Keberatan

Perihial : Permohonan Keberatan

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah i :
Nama Pemilik [ Pengelola

Alamat

No, Tip/Hp

Kama Usaha
Alamat Jenis Pajak
Jenis Pajak
NPWPD

Bulan
Tahun
Jumiah Rp

Dengan alasan sebagal berikur .

Dengan il mengajuican
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLBY) No .......

Benglalis,
Hepadu Yth
Bupnuti Bengkalis
Melalud Kepals Badan Pendapatan Daerah Knbupaten
Bengialis
 5;
Benghalis

Sebagai Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak *| atas objek pajak -

Surat Permalioian Keberatan #ias SKPDKR/

B LR

1. Fotocopy KTP atau [dentitas;

2.

3. Fotocopy NPWPD;

4,

5. Dokumen lainmys
Keternngan :

* Coret yange tidak sesunl

Bersama i dilampirken pula persyarstan sebagal berkat :

Surat Kuasa bermateral cukup dard Wafib Pajak dalem hal dikunsskan;

SKPDKE / SKPDKB / SKPDN / SKPDLB*) vang disjukan Keberatan; dan

Demilian permohonan ini sava buar, agar dapat di pergunaksan scbagal bahan perimbangan

Hormat Karm,
Wil Pajak/Kissa WP




Format Keputusan Keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
i[53 2 T

TENTANG
KEBERATAN PAJAK MBLE TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLBE* NOMOR...........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Membaca :  Surat permohonan dar wajlb pajak nomor......ccceee. tongERl. ..
Menimbang ! @ bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat
dilakukan Proses Keberatan Pajak MBLE terhadap

SKPDKB/SKPDKEBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....eee..

b, bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perfu menetapkan
Eeputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang
Keberatan Pajek MBLB terhadsp SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLBY)

Mengingat : 1. Undasng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {entang Pemerintshan Daerah
[Lembaren Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomeor | Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antars
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tehun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 825, Tambihon Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.

Nomor 6881):
8. dsti....
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGEALIS

TENTANG KEBERATAN PAJAK MBLE TERHADAP SKPDEB/
SKPDKBT/SKFDN/SKPDLB*) NOMOR..........

KESATU : Menerima Seluruhnya /sebagan atau menambah pajak terutang atas Surat
permohoanan nomor....... tanggal.. .o,
Nama Merk Usaha S oy ey Tyt P e R S e
1. Alamat/Lokasi Usaha
2, NPWFD
3. Penanggunp Pajak
4, Alamat
Berhubung

1111111 T L T T e T T T




KEDUA

KETIGA

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuw

Memenuhi pembayaran sesial dengan surat ketetapan vang telah dikurangi
atau dihapus sanlksi administratif-sebagai berikut :

Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi /ditambah i Rp.
Dengan Jumlah

Besarnva Ketetapan : Rp.
Menjadi

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapatl kekeliruan dan kesalohon maka zlien
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetaplan di . Benghkalis
pada tanggal RS

KEFALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI



LAMPIRAN [X
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG
TATA  CARA PEMUNGUTAN  PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

SERTA OPSEN

PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN

l. Format Surat Permohonan dan Keputusan Perpanjangan Batas Waktu

Pembayaran atau Pelaporan Pajak.

a. Format Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

Perihal : Permohonan Perpanjangan

Batas Waktu Pembayaran

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas
nama

Nama/Merk Usaha
NPFWPD

Alamat

diatas dapat disetor

Mengakui masih mempunvai hutang Pajal.....
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD ............ bulan ................

Repada Yth.

Bapak Bupati Bengkalis.

C/q Kepala Bapenda Kab. Bengkalis
Di -

PR IR 1 - o | 3 e e P

No. Urut .............. Berjumlah

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya agar hutang pajak tersebut
dengan perpanjangan batas waktu

paling lambat tangeal

Alasan pengajuan permohonan ini akibat kondisi keadaan kahar, yaitu :

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon




b. Format Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

Bengkalis, ..........iia i1 o 4 PR e A
Perihal ¢ Permohonan Perpanjangan  Kepada Yth.
Batas Waktu Pelaporan. Bapak Bupati Bengkalis.
C/q Kepala Bapenda Kab. Benpkalis
Di-

-----------------------------

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Name Pemiilk/Pengolol. T cociimmmiio e ins s s s i as e s e
Mﬂmﬂt : L e L

Bertindak untuk dan atas

nama

Nama,/Merk Usaha

NPWPD - v z

Alamat: @000 8 iR Telp Hpesaaamanan

Mengakui masih belum menvampaikan laporan Pajak MBLB ke Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya agar pelaporan pajak MBLB
tersebut di beri perpanjangan batas waktu paling lambat tanggal ...

Alasan pengajuan permohonan ini akibat kondisi keadaan kahar, yaitu :

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Sava,
Pemohon

Keterangan :
*) agar discsuaikan




¢. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keterangan :

BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOOE wimsramamssmasn

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN

PAJAK MBLB

BUPATI BENGEALIS,

a, bahwa berdasarkan sursl permohonan perpanjangan  batas  waktu

pembayaran Pajak MBLB atas nama Wajib Pajak...... LRGN, wroverrsnsnse
tanggal o yang diterima Badan Pendapatan Dacrah bz:rdasa:‘lr.an Tanda
Terima MNMOmMOr  iiiieedes Tanggal ... atas
SKPD/SKPDRB/ SKPDEBT/STPDY) TR0 i i aaaens ; Masa/Tahun
Pajaki...cocsrmaninsarens

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian p:rpanja.nganbatan waktu pembayaran
Pajak MBLE nomor ............ tanggal .._........

c. bahwa berdasarkan pertimbangan achagannana dirnaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetaplken Keputusan Bupati tentang Persetujuan
perpanjangan batas waktu pembavaran/ pelaporan Pajak®) Palak MBLB

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGANBATAS WAKTU
PEMBAYARAN / FELAPORAN PAJAKY) PAJAK MBLB

Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak

NPWPD

Alamat

untuk melakukan perpanjangan  batas wakio pembayaran Pajak MBLB
berdasarkan  SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD®] Nomor...... Masa/Tahun®)
Pajak.......... yang jatuh tempo pada tanggal........... sebesar Rpo.oa-oeeeoe dengan

ketentuan bahwa jumlah pajak yang belum dilakuksn pembayaram.

Apabila dikemudian hari termysta diketabui  terdapat  kekeliruan dalam
Keputusan Bupati imi, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan
hketentuan yang berlaku;

Keputusan Bupati ini mulad berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada Tanggal

BUPAT] BENOKALIS

% wF

sasriEieressieiETEitrige

*} Coret yang tidak perlu




d. Format Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan

BUPATI BENGEALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
OO o vosnsnnnssssvssassssanans

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PELAPORAN
PAJAK MBLB

BUPAT] BENGEKALLS,

Menimbang ! & bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan bates waktu pelaporan

Pojak MBLB atas nama Wajib Pajal.............. DOMOr. .......... tenggsl
............ yvang diterima Badan Pendapatan Daerah berdeasarkan Tanda Terima
Nomar ..o.ccoeiee Tanggal ..oocvveees atas SKPD/SKFDKB/SKPDKBT/STPD?Y)
ROmor,, Masa /Tahun Pajak..,

b. bahwa berdasarkan laporan peneliu.a_n p-erpa.njanganhmas waktu pelaporan
pajak Pajak MBLB nomor ............ tanggal ..

¢, bahwa bercdasarkan pertimbangan szha.gaim.ana d.lma.kaud dalam huruf a dan
huraf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujusan
perpanjangen batas wakiu pembayaran fpelaporan Pajak®) Pajak MBLB

Mengingat i Lo Dat.s
2. Dat-uq

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERFANJANGAN BATAS WAKTU
PELAPORAN PAJAK MBLB

KESATU :  Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak
NPWFPD
Alamat

untuk melakukan perpenjangan batas wekiu pelaporan pajak Pajak MBLB
berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDEBT/STPD*) Nomor........ Masa/Tahun®)
Pajak.......... vang jetuh tempo pelaporanyve pada tanggal......... sebesar

KEDUA . Apabila dikemudian hari ternyate diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan,

Ditetapkan A e
Pada Tanggnal AL S e

BUPATI BENGKALIS

Keterangan :
*) penjclasan agar di sesua




2. Format Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran Atau

Pembayaran

a. Format Keputusan Persetujuan Pembayvaran Angsuran

Penundaan

Menimbang

Mengingat

Menetaphkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keterangan:

&

BUPAT] BENGRALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
WNOBOr, i i

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK MBLB

BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak
MEBLE ates nama Wajib Pajalk ................ agmar. ............. tangeal .
yeng diterima Baden Pendapaten Daersh berdasarken Tanda Terima Nomor

wivniiiis TEDEERL (o atas SKPD/SKPDKB/SKPDEBT/STPR') nomor.........
Maaa;"*l‘nhun Pajak....ooooenne e

b. bahwa berdasarkan laporan pmnhﬂm pengangsuran pembayaran Pajak
MBLE NOMOE .cicaeaianns tanggal ....cooenee

¢. bahwa berdasarken pertimbangan aebagmmana dimaksud dalam hurof a dan
huruf b, perlu menetapkan HKeputusan Bupati tentang Persetujuan
Pengangsuran Pembayaran Pejak MBLE

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK MBLB

Memberikan persetujuan kepada:

Waijib Pajak
NPWPD
Alamat
untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak MBLEB berdasarkan
SKPD/SKPDKE/SKFDKBT/STPD*) Nomor........ Masa/Tahun*) Pajak.......... VEng
jatuh tempo pada tanggal........... sebesar Rp...........- denpan ketentuan bahwa
Jumlah pajak yang dapat diangsur adaiah sebesar Rp......... Selarmd. ...
bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :
Jumlah Jatuh Tempo Sanlcsi
Angsuran Angsuran Pembayaran | Saldo Utang | Administratif
Ke- (Rp)

Apabila dikemudian hari ternyatas diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku;

Keputusan Bupati ini mulai berlakn pada tanggal ditetapkan.

BUPATI BENGKALIS

*| Coret yang tidak perlu




b. Format Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

Menimbang

Mengingat

Menetaplan

IKESATU

BUPATI BENGKALIS

KEEPUTUSAN BUPATI BENGEKALIS
1y T PO P e Pt

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK MBLB

HUPATI HENGKALIS,

g. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundean pembayaran Pajak MBLB
otas namea Wajlb Pajak........cocoeee: 9750111+ R tenggal ... yang
diterima Badan Pendapatan Daerah br_rdnu:ukan Tanda Terima Nomor
............ Tanggsal ........... atas SKPD/SKFDKB/SKPDKBT /STPD*) nomar.........
. Masa/Tahun Pajak........ 0.

b. bahwa berdasarkan laporan pﬂnchtmn penundaan pembayaran Pajak MBLB
OOMOL womsurmsrns tanggal ..

¢. bahwa berdasarkan pert:.mbanga.n sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupab tentang Persehujuan
Penundaan Pembayaran Pajak MBLE.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun,
Nomor 6881);

MEMUTUSKAN

KEFUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK MBLB.

Memberikan Persetujuan Kepada

Wajib Pajak -
NPWFED 1
Alamat :

untuk  melakukan Penundsan  pembayaran Pajek MBLE - berdasarlkan
SKPDKB/SKPDKBT/STPD"™"| Nomor Masa/Tahun*)
Pajak....co0000- yang jatub tempo pada tenggal ... — m:bﬂa.r 27 R
dengan ketentuan bahwa jumlsh pajak ysng dapat ditunda pe_mha}fnrann}-n
adalah sebesar B ..o gelama............ bulan sehingga pembayaran akan
dilakukan pada ........dengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.




KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Bupati ini, kekcliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan.

Ditetapkan .
Pada Tanggal e et

BUPFATI BENGKALIS

Keterangan ;
*| coret yang tidak sesuai




3. Format Surat Permohonan Pembayaran Angsuran atau Penundaan
Pembayaran

a. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

Bengkalis, ........ccooer e TaRUNL e,

Perihal : Permohonan Angsuran Kepada Yth.
Bapak Bupati Bengkalis.
C/q Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis
Di-

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Penpelola B e e S e e e e
Alamat Y R e e T e e

Bertindak untuk dan atas

nama :

Mama/Merk Usaha :

Alamat : T T YT I ATOTRYRSNPMAWALI 1 - | 5l i£] < | . MORONR ey

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak ..., dengan
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD ...oovvenveees bUtlan o, N, Uit ooesicaein, Bf:tjumlah
5 0 R e T PR

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hul‘.ﬂ.ug pajak tersebut diatas
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ... [.. ) kali dengan
masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas sciumhnyu palmg lambat tanggal

Rincian angsuran

TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN

& -] P R eEa I e P o 24 R KN S I R A IS i S
TaL i e B cormorest b b bmias s s e
Alasan pengajuan permuhunan angsuran ini :

e LT R R R T e R T e L L R e R L R Rl b bRl

T e L T L L L e e e e e e L LS ]

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Hormat Saya,
Pemohon




b. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

BtHgk-a-I-iﬂe IIIIIII BEsasba uuu..u..Tﬁhuﬂ.".."....,...

Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Penundaan — Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah

.................................. Kabupaten Bengkalis
Di-

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik /Pengelola D e L P A R R R A A T A A A A
Alamat :

Bertindak untuk dan atas

nama i T S A PSR
Nama/Merk Usaha Bl Seemrrems i aenensie s e A e b et ST AL e S b ST el L
Alamat TS PR ST T e M AL e L e Telp. ) Hp. .oiiivisiiins

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD vang akan jatuh tempo pada tanggal... ierabiacs, HEAT

kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ d1|:ur1da hingga

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima Hormat Saya,
Pemohon

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 7% TAHUN 2024

TENTANG

TATA  CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN
DAN KEPUTUSAN PEMBETULAN

1. Format Surat Permohonan Pembetulan

Perihal

Keterangan :

Kepada yth.
Kepala Badan Pendapatan

: Permohonan Pembetulan STPD/ Daerah Kabupaten Bengkalis

SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *)

di-
Ben lis

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik /Pengelola
Alamat
No Hp

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*} atas Objek Pajak :

Nama [Merk Usaha
NPWPD

Alamat

Jenis Pajak

Dengan ini mengajilan Pembetulan STPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB*) NO....ucciiiemivisnanans
Bulan -
Tahun
Jumlah

dengan alasan sebagai berikut ;

1.

2.

Be
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut ;
Fote Copy KTP atau Identitas,
Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
Foto copy NPWPD,
STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB®) yang ingin dibetulkan

- ol S

Demikian permohonan ini saya buatl, agar dapal dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

*) Coret vang tidak sesuai

2. Format Keputusan Pembetulan




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail . ....... Website ' www bengkaliskab go id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menctapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
b e 1 Fo ] e

TENTANG
PEMBETULAN STFD/SKPDKB/ SKPDEBT/SKPDN/SKPDLBY) NOMOR.....
KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH KABUPATEN BENGEALIS,
Surat permohonan dari wajib pajak nomor........cc.c.... Lanpul, i

a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitisn maks dapat
dilakukan pembetulan  STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*|
Nomar....

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan
Eeputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalls tentang
pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN /SKPDLBE*) Nomor....

1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Deerah [Lembaran Negars Republik
indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
MNomor 6881);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAFPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG  PEMBETULAN  STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN / SKPDILB*)

Menerima Surat permohonan nomor....... tanggal.._........

Mama Merk Usaha D s R e e i R
l. Alamat/Lokasi Usaha

2. NPWPD

3, Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung




KEDUA

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yvang telah dibetullkan
sebagai berikut ;

HSemula ditetapkan Pembetulan : Bp.
Setelah dilakukan Pembesulan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
et AR i e e i
KETIGA Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak vang tidak /kurang
bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Benghkalis
pada tanggal R PR e TP Lo e
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGEKALIS
Dimicstis s b o ]
NIP.
Keterangan :
“|Coret yanyg tidek sesuai

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAN KEPUTUSAN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

1. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembavaran

Benghkalis,
Kepada Yih ¢
Perihal ; Permahonan Pengembalian Kelebiban Hupati Bengkalis
Pembaysaran Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis
ni-
Benphalis
[engan hormat
Yang bertanda tangan dibawah ind :
Nama ;
Al
Nou Tip/fHp
Sebagal Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas ahjek pajak :
Nama Usaha
Alamat Jenmis Pajok
Jemis Pajak
NPWPD
Deéngin ini mengajukan Surat PFermohonan Pengembalian Kelebthan Pembavaran Pajak Daerah
berfumlah H 4
dengan huril ]
Denpan alasan sebapgal beriloat -
1
2.
3.
4,
Bersama ind dilampirkun Pula persyvaratan sebagai berikut :
L. Fotocopy KTP atau [dentitas;
2. Surat Kuasa bermarerasi cukup dar Wajib Pajak dalam hal diluesaian:
3. Fouocopy NPWPD;
4, SBEPDLE veng ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayamn: dan
5. Dokumén lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, ngor dapat di pergunakion sebagai bahan pertimbangan
Hormat Kami,
Wajib Pajak/Kusss WP
| - )
Keterangarn:
) Coret yang tidak sesum




. Format Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ..., Wabsite : www benagkaliskab qo.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGEALIS

NOITIOTT sevarieseinssiismmtommrnne

TENTANG

TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAR MBLIE

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Membaca :

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

HKESATU

Surat permohonan dari wajib pajak nomor. ... teanggal.. .o

bahwa berdasarkan Pasal.... Peraturan Bupati Bengkalis' Nomor_.. Tahun
20.....tentang  Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, menyataksn hahwa
pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak vang
dibayar lebih bessr dari yang seharusnya stau dilakukan pembayaran pajak
yang tidak seharusnya terutang.

b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian

berdasarkan surat penelitian nomor,, yang ditindaklanjuti  dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayvar (SKPDLB)

¢. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf & dan huruf b, perlu

n

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Benghkalis tentang Pengembalian Keleblhan Pembayaran Pajak MBLBt.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintzh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun
2023 Nomor B5, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Nomor 6881);

A< - .

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MBLB.

Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB
vang tercantum dalam buldi pembayaran Nomer............... atas nama sebapgai
berikut :

a. Nama Wajib Pajak B LA o st A T

Alamal
NPWFD
Tabun Palak: == 1 ccosssemosmamiissnisinssmsinaiicis
Jumlah e R B R A L
[ Jumlah Terbilang ........ooooeermrmrssssss s

b, Nomor Rekening e S e e ey e

Mama Pemilik Rekening AT P bR B




KEDUA

KETIGA

Kelebihan Pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnve dan tdak tersisa lelebihan
pembayaran Pajak MBLE melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak vang
bersanglutan.

Keputusan ini mulai berlalu sejak tanges] ditetapkan denpan ketentuan apabila
dikemudion hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan i ! Bempgkalis
pada tanggal S G AR TR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI
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2. Format Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ....... Website : www bengkaliskab go id

Membaca

Menimbang

Mengingal

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Nomar: e

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Surat permohonan dari wajib pajak aomor... ... ABEREEAL e

a4 babhwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat
diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menstapkan
Keputusan Kepala Bapenda tentang penolakan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran,

| Undang-Undang Nomeor 23 Tabhun 2014 tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambehan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungsn Keusngan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tehun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
Nomor 6881}

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG PENGLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Menolak Sural permohonan nomaor....... tangpgal...........

Nama Merk Usaha e R S L
1. Alamart/lLokasi Usaha -

2. NPWPD :

3. Penanggung Pajak

4. Alamat

Berhubung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




KEDUA ¢ Reputusan ini mulm berlaku sejak tanggal ditetaplean dengan ketentuan apabila
dikemudian harl terdapat kekelirman dan kesalshan maka skan dilakukan
perbailkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal ;

KEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

TID

KASMARNI




